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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“a N &l (a5
“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

[Q.S. Ghafir (40) : 44]

o il
“Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat (kebaikannya) bagi manusia.”

[HR. Al-Quda'i dari Jabir bin Abdillah]
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ABSTRAK

Dalam perjanjian jual beli online sistem COD (Cash on Delivery) melalui
markeiplace, pembayaran dilakukan secara langsung di tempat setelah barang
yang dikirim penjual melalui jasa kirim diserahkan kepada pembeli. Saat barang
diserahkan kepada pembeli, hak milik atas barang tersebut berpindah kepada
pembeli. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terhadap hak revindikasi yang
dimiliki penjual sebagai pemilik barang. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan dan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli online sistem
COD melalui markeiplace terhadap hak revindikasi pihak penjual dan hak penjual
yang dirugikan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli online sistem COD
melalui markeiplace. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
akibat hukum perjanjian jual beli online sistem COD melalui markesplace adalah
penjual sebagai pemilik barang kehilangan hak revindikasinya karena barang telah
lebih dulu diserahkan penjual kepada jasa kirim untuk dikirim ke pembeli. Penjual
tidak dapat menuntut pengembalian barang apabila pembeli menolak pembayaran
setelah barang diserahkan, karena hak milik sudah berpindah pada saat barang
diserahkan. Namun, penjual dapat menggugat pembeli atas dasar melanggar hak
penjual yang diatur dalam Pasal 6 Huruf a UUPK.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat merupakan kewajiban yang
fundamental dan harus diutamakan dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat.! Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi
telah memberikan kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Namun demikian, kemajuan tersebut turut menimbulkan
berbagai permasalahan baru. Internet merupakan bentuk kemajuan teknologi yang
memberikan inovasi terhadap kegiatan usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha modern
tidak lagi memerlukan pertemuan langsung, melainkan cukup dilakukan melalui
media elektronik.? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat seringkali
melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik atau biasa disebut
perjanjian jual beli online.

Konsep dasar perjanjian jual beli online sama seperti perjanjian pada
umumnya. Disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih™. Istilah perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena

dua istilah tersebut berasal dari kata overeenkomst yang diterjemahkan oleh para

! Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli
Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak”, Sriwijaya Law
Conference, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2.

2 Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di
Toko Online Shopee”, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 84.



sarjana menjadi perjanjian dan persetujuan.’ Abdulkadir Muhammad berpendapat
bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan antara para pihak yang saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang
harta kekayaan.*

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama atau perjanjian nominaat
karena diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerdata Bab V.> Disebutkan
dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari
pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu
perjanjian yang mengikat para pihak dan memberikan hak serta kewajiban pada
masing-masing pihak, yang mana pihak satu (penjual) berkewajiban menyerahkan
barang dan berhak mendapatkan uang, sedangkan pihak yang lain (pembeli)
berkewajiban membayar uang dan berhak mendapatkan barang.

Dalam perjanjian jual beli, asas konsensualisme merupakan asas yang paling
utama karena berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, “jual beli itu dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum
diserahkan, maupun harganya belum dibayar”, artinya sejak tercapainya kata
sepakat tentang barang dan harga, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi

dan mengikat kedua belah pihak, walaupun barang belum diserahkan dan uang

3 PN.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta,2019, hlm. 284-285.

* Ibid., hlm. 285-286.

5 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2014, hlm. 67.



belum dibayarkan. Kewajiban-kewajiban penjual diatur dalam Buku III
KUHPerdata Bab V Bagian II Pasal 1473-1512, sedangkan kewajiban-kewajiban
pembeli diatur dalam Buku III KUHPerdata Bab V Bagian III Pasal 1513-1518.
Hak dan kewajiban penjual dan pembeli juga diatur dalam undang-undang diluar
KUHPerdata, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan
memiliki sistem yang terbuka (open system) dan sifatnya sebagai hukum
pelengkap (aanvullend recht). Bersistem terbuka, artinya para pihak dibebaskan
untuk membuat dan memperjanjikan hak dan kewajibannya selain yang sudah
diatur dalam Buku III KUHPerdata.® Bersifat pelengkap, artinya para pihak
diperbolehkan mengikuti, tidak mengikuti, atau membuat ketentuan lain selain
yang sudah diatur dalam Buku III KUHPerdata. Hal tersebut merupakan
penerapan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, artinya setiap
orang memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian
asalkan perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian yang dibuat akan
mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Namun, Pasal
1337 KUHPerdata memberikan batasan dalam asas kebebasan berkontrak dengan
menyebutkan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

® Rosa Agustina, dkk., Hukum Perdata, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm.
10.8.



umum”, artinya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 3 (tiga) hal yaitu
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Maka dari itu, meskipun perjanjian jual beli online tidak diatur secara khusus
dalam KUHPerdata, tetapi perjanjian jual beli online diperbolehkan untuk
dilakukan sebagaimana asas kebebasan berkontrak. Selain itu, dalam Pasal 1319
KUHPerdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu
nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk
pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang
lalu”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), perjanjian jual beli online
tetap diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Persetujuan
para pihak ditandai dengan cara melakukan “klik* persetujuan atas transaksi
sebagai tanda “penerimaan® yang menyatakan adanya kesepakatan. Hal tersebut
didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara
online.’

Dalam perjanjian jual beli online atau biasa disebut dengan electronic
commerce (selanjutnya disebut e-commerce), seluruh proses transaksinya sistem
yang digunakan dilakukan secara online, dimulai dari penawaran produk,
pembelian, sampai dengan pembayaran. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU ITE,
“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik atau yang disebut juga

7 Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, Op. cit., hlm. 1.



e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk
melaksanakan proses kegiatan usaha. Melakukan transaksi pada e-commerce
memiliki banyak kelebihan bagi penjual maupun pembeli, yaitu dapat
mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sebab pembeli hanya membutuhkan
media elektronik yang terhubung ke jaringan internet seperti smartphone untuk
memulai transaksi yang membuat seseorang dapat melaksanakan perjanjian jual
beli dengan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Dikarenakan perjanjian jual
beli dilakukan secara elektronik oleh para pihak, maka setiap perjanjian jual beli
online ini dilakukan tanpa ada interaksi langsung antara para pihaknya, para pihak
menjadikan rasa kepercayaan satu sama lain sebagai landasan dalam
melaksanakan perjanjian.®

Marketplace merupakan salah satu dari jenis e-commerce yang saat ini sangat
digemari karena pada platform tersebut para penggunanya dapat terlibat aktif
dalam melakukan publikasi, penjualan, dan distribusi produk melalui dukungan
dari internet. Marketplace juga sebagai sebuah wadah pemasaran produk secara
elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling
bertransaksi. Keberadaan marketplace sebagai suatu platform dapat dikatakan
sama halnya dengan pasar online yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak
perlu bertemu secara langsung, yang dapat dijangkau melalui perangkat
elektroniknya yang dari sisi pelaku usaha adalah untuk melakukan aktivitas

penjualan, sedangkan dari sisi konsumen adalah untuk mendapatkan informasi

8 Tribertus Payung, dkk., “Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam
Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery
(COD)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum, Vol. 13, No. 1,
2023, hlm. 2.



terkait barang atau jasa yang diinginkan.” Beberapa contoh marketplace yang
banyak digunakan di Indonesia, diantaranya Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia,
dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak marketplace tersebut, Shopee menjadi
salah satu platform marketplace yang paling terkenal dan paling banyak
digunakan di Indonesia."

Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh
pembeli, salah satunya sistem pembayaran bayar di tempat atau Cash on Delivery
(selanjutnya disebut COD). COD merupakan metode pembayaran yang secara
langsung dilakukan di tempat setelah pesanan yang dikirim penjual melalui kurir
diterima oleh pembeli.!! Pilihan pembayaran melalui sistem COD dianggap
menjadi salah satu cara perusahaan marketplace untuk meningkatkan penjualan
dan mempermudah konsumen yang tidak memiliki alat pembayaran digital atau
rekening bank untuk dapat tetap melakukan pembelian barang atau jasa.'?

Shopee sebagai marketplace selaku pihak yang menyelenggarakan kegiatan
perdagangan melalui platformnya juga turut mengeluarkan peraturan khusus
tersendiri (peraturan mandiri) atau biasa disebut dengan klausula baku."
Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UUPK, “klausula baku adalah setiap aturan atau
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

° Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., “Marketplace Self Regulation Mengenai Pengembalian
Barang Melalui Metode Pembayaran Cash On Delivery”, Acta Diurnal Jurnal llmu Hukum
Kenotariatan, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 113.

1 Tribertus Payung, dkk., Loc. cit.

' Afida Ainur Rokfa, dkk., “Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery
Pada Media E-Commerce”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 162.

"2 Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., Loc. cit.

'3 Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., Op. cit., hlm. 114.



Dalam artikelnya, Shopee juga membuat ketentuan terkait metode
pembayaran COD yang menyebutkan bahwa “pembeli harus melakukan
pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket”.!* Selain
itu, Shopee juga membuat syarat dan ketentuan terkait metode pembayaran COD,
yaitu:'> a) pembayaran COD harus langsung dilunasi secara tunai kepada kurir; b)
pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan cicilan; c) pesanan tidak
diperbolehkan untuk dibuka atau dicoba sebelum pembayaran COD selesai; d)
jika pesanan tidak sesuai atau rusak, pembeli tidak dapat melakukan
pengembalian barang atau dana ke kurir tetapi dapat mengajukan pengembalian
barang atau dana langsung ke aplikasi Shopee dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan salah satu contoh klausula
baku.

Dalam perjanjian jual beli online sistem COD, pembayaran dilakukan secara
langsung di tempat setelah barang yang dikirim penjual melalui jasa kirim
diserahkan kepada pembeli. Artinya, penjual menyerahkan barang lebih dulu
sebelum menerima pembayaran dari pembeli. Dalam hal barang telah lebih dulu
diserahkan kepada pembeli, maka hak milik telah berpindah kepada pembeli,
sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “hak milik atas
barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya
belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616”. Hal tersebut menimbulkan

permasalahan terhadap hak revindikasi yang dimiliki penjual sebagai pemilik

4 Seller Shopee, “Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?”,
https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360, 2024, diakses 9 September 2024.

15 Shopee, “TENTANG COD (BAYAR DI TEMPAT”, https://shopee.co.id/m/tentang-cod,
2023, diakses 1 Juni 2024.



barang. Hak revindikasi sendiri berdasarkan Pasal 574 KUHPerdata adalah hak
menuntut kembali barang atas dasar hak milik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Online Sistem COD
(Cash on Delivery) melalui Marketplace terhadap Hak Revindikasi Pihak

Penjual”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli online sistem COD (Cash on
Delivery) melalui marketplace terhadap hak revindikasi pihak penjual?
2. Bagaimana hak penjual yang dirugikan oleh pembeli dalam perjanjian jual

beli online sistem COD (Cash on Delivery) melalui marketplace?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka

tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli online
sistem COD (Cash on Delivery) melalui marketplace terhadap hak
revindikasi pihak penjual.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hak penjual yang dirugikan oleh
pembeli dalam perjanjian jual beli online sistem COD (Cash on Delivery)

melalui marketplace.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan
pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai “Akibat Hukum
Perjanjian Jual Beli Online Sistem COD (Cash on Delivery) melalui Marketplace
terhadap Hak Revindikasi Pihak Penjual”.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pihak-pihak dalam
perjanjian jual beli, menambah pengetahuan serta menjadi bahan literatur dan
informasi bagi semua kalangan mengenai perjanjian jual beli online sistem COD
melalui marketplace, khususnya yang berkaitan dengan hak revindikasi pihak

penjual.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah
perlindungan  terhadap  subjek-subjek  hukum  melalui  peraturan

perundang-undangan, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan
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tersebut maka akan dikenakan sanksi.'® Menurut Philipus M. Hadjon,

perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan
perangkat-perangkat hukum. "’

Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu sebagai
berikut:'®

a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Akibat Hukum
Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh

hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat
hukum ialah akibat dari suatu tindakan hukum." Lebih jelas lagi, akibat
hukum adalah semua akibat yang timbul dari setiap perbuatan hukum yang

dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat

' Mushafi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian
Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Legal Studies Journal, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 7.

17 Ibid., hlm. 8.

18 Ibid., hlm. 7.

1 R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 295.
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lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum
yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat
hukum.*

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi
subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian
jual beli, membuat surat wasiat, sewa menyewa dan sebagainya. Jelas akibat
hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek
hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan
oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu hal tertentu, maka telah lahir suatu
akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk
menepati isi perjanjian tersebut.*’

Akibat hukum dapat berwujud:*

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

1) Terjadinya perubahan akibat hukum seseorang yang usianya
menginjak 21 tahun, dari yang tidak cakap hukum menjadi cakap
hukum;

2) Kecakapan melakukan tindakan hukum lenyap dengan adanya

pengampuan.

2 Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2019, hlm. 90.

2! Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 1999, him. 71.

22 R. Soeroso, Op. cit., hlm. 296.



12

Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua
atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh:

A melakukan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan
hukum antara A dan B. Hubungan hukum tersebut menjadi lenyap
sesudah dibayar lunas.

Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Contoh:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari
perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa
hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh
hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat
hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut
mungkin terlarang menurut hukum.

Contoh:

Dalam keadaan kebakaran di mana seseorang sudah terkepung api, orang
tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk

jalan ke luar menyelamatkan diri.”

2 Pipin Syarifin, Op. cit., hlm. 72.
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3. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa ‘“‘suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu
peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.**

Dalam bidang
ilmu hukum, ada istilah communis opinio doctorum yang berarti pendapat
para ahli hukum. Berdasarkan communis opinio doctorum, perjanjian
merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap objek
tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Pengertian
tersebut dianggap lebih sempurna dibandingkan pengertian yang diberikan
oleh Pasal 1313 KUHPerdata.”® Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:
a. Unsur esensialia, merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu

perjanjian. Jika tidak ada unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Unsur

esensialia mencerminkan sifat dari suatu perjanjian dan membedakannya

* PN.H. Simanjuntak, Op. cit., hlm. 285.

% Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Hukum Perjanjian, Universitas Terbuka, Tangerang
Selatan, 2016, hlm. 1.10.

26 PN.H. Simanjuntak, Op. cit., hlm. 287-288.
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dengan jenis perjanjian lainnya.”’ Contoh: unsur esensialia dalam

perjanjian jual beli adalah adanya kesepakatan tentang barang dan harga,

tanpa kedua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian jual beli itu tidak

ada.”®

b. Unsur naturalia, merupakan unsur yang jika tidak diatur oleh para pihak
dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.” Unsur ini
dianggap selalu ada dalam perjanjian karena unsur ini sejatinya telah
diatur dalam undang-undang, kecuali diatur sebaliknya.’® Para pihak
diartikan patuh terhadap aturan yang telah ada,’! karena unsur ini bersifat
alami yang melekat pada perjanjian, sehingga secara implisit menjadi
bagian dari perjanjian.** Namun, unsur ini dapat disimpangi para pihak.
Contoh: jika dalam perjanjian jual beli tidak diatur mengenai cacat
tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan Pasal 1508
KUHPerdata yang menyatakan bahwa penjual harus menanggung cacat
tersembunyi,* jika penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang.

c. Unsur aksidentalia, merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para
pihak jika para pihak memperjanjikannya.** Unsur ini disebut juga unsur

pelengkap dalam suatu perjanjian karena ketentuan-ketentuannya dapat

2" Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Op. cit., hlm. 2.32.

% Rizky Amalia, “Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak”, Hukum Online,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-1t6348317
1197e9/# finref4, 2022, diakses 9 September 2024.

» Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
hlm. 31.

% Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Op. cit., him. 2.33.

3! Rizky Amalia, Loc. cit.

32 Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Loc. cit.

3 Ahmadi Miru, Op. cit., hlm. 31-32.

3* [bid., hlm. 32.
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diatur secara bebas oleh para pihak.*® Contoh: cara pembayaran yang

ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah
penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu kegiatan penelitian yang
meliputi pengkajian dan penelitian terhadap norma hukum, aturan hukum,
asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan literatur lainnya untuk
menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian
normatif pada hakikatnya adalah penelitian yang berupa studi dokumen, yaitu
menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan,
keputusan atau ketetapan hakim di muka pengadilan, perjanjian, prinsip atau
asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum (pendapat para ahli hukum).*®
2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu
hukum yang akan diteliti*’, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah

35 Nur Syarifah dan Reghi Perdana, Op. cit., hlm. 2.35.

3¢ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.
47-48.

37 Ibid., hlm. 56.
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Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan dan
doktrin tersebut akan mempertegas dan memperjelas ide-ide yang
memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum
sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum sesuai dengan isu
hukum yang sedang diteliti.*®
c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian
hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep
yuridis dengan melakukan dua pemeriksaan, yaitu memperoleh makna
baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan
menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis
terhadap putusan-putusan hukum.*

3. Bahan Penelitian
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen

resmi negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2010, hlm. 95.
3% Muhaimin, Op. cit., hlm. 58-59.
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sifatnya mengikat.*® Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
4) Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.*
Sedangkan menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder adalah
semua bentuk literatur hukum yang bukan bersifat dokumen resmi,
seperti buku hukum, jurnal ilmiah hukum, kamus istilah hukum, serta
komentar atas putusan pengadilan.*
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

40 Ibid., him. 59-60.

" Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, hlm. 32.

2 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 141.
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sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan

ensiklopedia hukum.*
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan atau data sekunder dalam penelitian ini
dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi
pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal
dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam
penelitian normatif yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi,
perjanjian, buku ilmu hukum, penelitian dalam jurnal hukum, dan tinjauan
hukum dalam media cetak.*
5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat
preskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan
argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai
benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta
atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.*” Menurut Soerjono Soekanto,
sebab sifatnya yang preskriptif, tema-tema penelitiannya akan mencakup
seputaran asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan

horizontal aturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.*

# Muhaimin, Op. cit., hlm. 62.

# [bid., hlm. 65-66.

* Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94.
% [bid., him. 42.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penyimpulan
secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk
dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau
prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.*’ Tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
serta menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif.
Dengan demikian, penulis akan memberikan argumentasi mengenai benar
atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap perjanjian jual

beli online dengan sistem COD.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Perjanjian,
Perjanjian Jual Beli, Marketplace, COD (Cash on Delivery), dan Hak Revindikasi.
BAB IIIl: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai akibat hukum dalam perjanjian jual beli

online dengan sistem COD (Cash on Delivery) terhadap hak revindikasi pihak

4 Muhaimin, Op. cit., hlm. 76.
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penjual dan hak-hak penjual yang dirugikan oleh konsumen dalam perjanjian jual
beli dengan sistem COD (Cash on Delivery) melalui transaksi online.
BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti, serta dilengkapi dengan saran.
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